DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Irwan Hamzani, Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam
Pengembangan Hukum di Indonesia, Ctk. Pertama, Penerbit Thafa Media,
Yogyakarta

Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global,Ctk. Kedua, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2005

Benediktus Hestu Cipto Handoyo, “Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia”,
PT Kanisius, Yogyakarta, 2022

Cekli Setya Pratiwi & Febriansyah Ramadhan, Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan
Studi Kasus, Ctk. Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023

Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Ctk. Pertama, Penerbit
Kencana, Jakarta, 2018

Gustav Radbruch, Legal Philosophy, terjemahan oleh Wilk Kurt, The Legal
Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Harvard University Press, London,
1950

Hamda Sulfinadia, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas
Pelanggaran  Peraturan  Perundang-Undangan tentang  Perkawinan,
Deepublish, 2020

Hani Andhani, Sengketa Pilkada Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah
Konstitusi, Ctk.Pertama, RajaGrafindo, Depok, 2019

Idul Rishan, Hukum & Politik Ketatanegaraan, Ctk.Pertama, FH UIIl Press,
Yogyakarta, 2020

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 11, Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006

Lukman Santoso & Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Ctk. Pertama, Setara Press,
Malang, 2016

Ni Wayan Eka Sumartini, dkk, Buku Ajar Pengantar lImu Hukum, Ctk.Pertama, PT.
Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023

Ni’matul Huda dan R. Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan,
Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011

Ni’matul Huda, Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan
Penanganan Covid-19, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020
, [lmu Negara, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, dikutip dari Suratman dan Philips Dillah,
Metode Penelitian Hukum, Ctk. Kedua, CV. ALDABETA, Bandung, 2014

Rhona K. M. Smith, at.al., Hukum Hak Asasi Manusia, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hak
Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008

Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Pengantar llmu Hukum, Ctk. Pertama, PT
RajaGrafindo Persada, Depok, 2019

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,
Ctk. Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
Jakarta, Agustus, 2010

98



Suparman Marzuki, Hukum Hak Asasi Manusia, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi
Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017

Jurnal

Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, Tazkiya: Jurnal
Pendidikan Islam, Volume 6, Nomor 1, 2017

Agus, “Incumbent di Mata Pemilih”, Politea: Jurnal Politik Islam, Volume 1, Nomor
1, 2018

Bisariyadi, “Penerapan Uji Proporsionalitas Dalam Kasus Pembubaran Partai”, Jurnal
Hukum dan Pembangunan, Volume 48, Nomor 1, 2018

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum
Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, Collegium Studiosum Journal,
Volume 6, Nomor 2, 2023

Edi Sumanto, “Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu’ala Al-Maududi dengan
Muhammad Natsir”, El-Afkar, Volume 5, Nomor 1, 2016

Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, dikutip dari AdissyaMega
Christia, dkk., “Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di
Indonesi”, Lex Renaissance, Volume 9, Nomor 1, 2024

Fatma Afifah, Sri Warjiyati, “Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum”, Jurnal Ilmu
Hukum Wijaya Putra, Volume 2, Nomor 2, 2024

Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia”, Jurnal Perspektif, Volume 21, Nomor 3, 2016

Filmizan, dkk, “Kata Mizan Dalam Prespektif Tafsir Al-Mizan Dan Implikasinya
Terhadap Nilai Pendidikan (Kajian Surat Ar-Rahman dan Al-Hadid)”, A!/-
Mau’izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 6, Nomor 1, 2024

Galang Asmara, “Pemilithan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya Terhadap
Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia”, JAPHTN-HAN, Volume
1, Nomor 1, 2022

Galuh Candra Purnamasari, “Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi
Manusia dalam Konstitusi Indonesia”, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 6,
Nomor 2, 2017

Herlin Wijayati, dkk, “Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di
Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum Ius Quia
Tustum, Volume 31, Nomor 3, 2024

HM. Thalhah, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran
Hans Kelsen”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 16, Nomor 3, 2009

Irene Angelita Rugian, “Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
(Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)”, Jurnal Konstitusi, Volume 18,
Nomor 2, 2021

99



Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, “Problematika Pengaturan Cuti
Kampanye Bagi Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
daerah Di Indonesia”, Jurnal Hukum Novelty, Volume 8, Nomor 1, 2017

Khairul Fahmi, “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan
Pilkada”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, 2017

Khurul Anam & Inna Qomariyah, “Asas-Asas Hukum Islam dalam Hukum Modern”,
Jurnal Hukum Islam Nusantara. Volume 3, Nomor 2, 2020

Maria Kirana Rucitra, “Implikasi Pemahaman Kehidupan yang Baik pada
Perkembangan Konsep Diri dalam Filsafat”, MELINTAS, Volume 36, Nomor 2,
2020

Mokhamad Abdul Aziz, “Pilkada Serentak melalui DPRD: Sebuah Gagasan
Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945, Politik
Indonesia: Indonesian Political Science Review, Volume 1, Nomor 2, 2016

Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum”, Jurnal Hukum, Volume. 16, Nomor 3,
2009

Nurrahman Aji  Utomo, “Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen
Perwujudan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4,
2016

Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Kontekstual, dikutip
dari Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi
Manusia”, Jurnal Yudisial, Volume 6, Nomor 3, 2013

Putu Eva Ditayani Antari, “Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka
Pemilihan Umum di Indonesia”, Jurnal Panorama Hukum, Volume. 3, Nomor
1,2018

Ratna Rosanti, “Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Volume 10, Nomor 1, 2020

Sipghotulloh Mujaddidi, “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 3, 2021

Subhan Amin, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat”, El-
Afkar, Volume 8, Nomor I, 2019

Suparman Marzuki, “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu untuk
Pemilu yang Demokratis”, Jurnal Hukum, Nomor 3, Volume 15, 2008

Waidin, “Perspektif Hukum dan Keadilan Terhadap Kasus Buah Randu di Kabupaten
Batang”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2010

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

100



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-V1/2008
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI1/2024
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XX11/2024

Data Elektronik

Antara, “19 Caleg Terpilih Mundur karena Maju Pilkada 2024, Ini Daftarnya”, terdapat
dalam https://www.tempo.co/politik/19-caleg-terpilih-mundur-karena-maju-
pilkada-2024-ini-daftarnya-10918, diakses tanggal 22 Mei 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Calon”, terdapat dalam
https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 8 November 2024

Komisi Pemilihan Umum, “Makna Pemilu Serentak”, terdapat dalam
https://www.kpu.go.id/page/read/1127/makna-pemilu-serentak, diakses
tanggal 29 April 2025

Lainnya

International Comission of Jurist, “Siracusa Principles on the Limitations and
Derogations in the International Covenant of Civil and Political Rights”, 1984

Irfan Nur Rachman, Laporan Hasil Penelitian Standar dan Batasan dalam Perkara
Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian
Dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, 2020

Wawancara dengan Haykal, Program Officer Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem), Daring, 30 April 2025

101


https://www.tempo.co/politik/19-caleg-terpilih-mundur-karena-maju-pilkada-2024-ini-daftarnya-10918
https://www.tempo.co/politik/19-caleg-terpilih-mundur-karena-maju-pilkada-2024-ini-daftarnya-10918
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://www.kpu.go.id/page/read/1127/makna-pemilu-serentak

